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ABSTRACT

The welfare state is a concept that shows the government's responsibility to provide social protection to
all its citizens. It needs active participation from the community to achieve it. This article aims to discuss
the importance of active community participation in creating a welfare state, along with the challenges
and obstacles. The active participation of the community plays an important role in realizing a welfare
state. Community participation can increase the effectiveness and efficiency of social programs
proclaimed by the government, as well as help the community understand their roles and
responsibilities in realizing shared prosperity. There are several obstacles in the implementation of
community participation, such as the lack of public understanding of the importance of participation,
differences in views and interests, as well as limited resources and support from the government. The
government needs to strengthen coordination and collaboration with the community in planning and
implementing welfare programs and ensuring transparency and accountability in managing public
resources and building an effective oversight system.

Keywords: Welfare State; Sosial Programs; Community Participation.
ABSTRAK

Negara kesejahteraan merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya tanggung jawab
pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada seluruh warganya. Perlu partisipasi aktif dari
masyarakat untuk mencapainya. Artikel ini bertujuan membahas pentingnya partisipasi aktif
masyarakat dalam mewujudkan negara kesejahteraan, beserta tantangan dan hambatannya.
Partisipasi aktif masyarakat memegang peranan penting dalam mewujudkan negara kesejahteraan.
Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program sosial yang
dicanangkan oleh pemerintah, serta membantu masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya
dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan
partisipasi masyarakat, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi,
perbedaan pandangan dan kepentingan, serta keterbatasan sumber daya maupun dukungan dari
pemerintah. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat dalam
merencanakan dan melaksanakan program kesejahteraan serta memastikan transparansi dan
akuntabilitas dalam mengelola sumber daya publik dan membangun sistem pengawasan yang efektif.

Kata Kunci: Negara Kesejahteraan; Program Sosial; Partisipasi Masyarakat.
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A. PENDAHULUAN

Konsep negara kesejahteraan adalah
suatu sistem pemerintahan yang bertujuan untuk
memperbaiki kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakatnya. Sistem ini meliputi berbagai
macam kebijakan publik dan layanan sosial yang
disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat, seperti kesehatan,
pendidikan, perumahan, dan keamanan social
(Elviandri, Dimyati, & Absori, 2019). Negara
kesejahteraan juga berupaya untuk mengurangi
kesenjangan sosial dan ekonomi antara
masyarakat yang lebih kaya dan miskin melalui
redistribusi pendapatan dan kebijakan fiskal yang
adil  (Suryono, 2018).

konsep

Namun, implementasi

negara  kesejahteraan  seringkali
menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam
hal keuangan dan politikk. Pemerintah perlu
menemukan sumber daya yang cukup untuk
membiayai  program-program  tersebut dan
memastikan bahwa penerima manfaatnya benar-
benar mendapatkan dukungan yang dibutuhkan
masyarakat. Pengambilan keputusan politik dan
kebijakan harus mengakomodasi  berbagai
kepentingan dan opini yang berbeda-beda, dan

tetap mempertahankan visi jangka panjang untuk

mewujudkan kesejahteraan bersama
(Fedryansyah, 2016).

Salah satu tantangan utama dalam
implementasi  konsep negara kesejahteraan

adalah adanya perbedaan pandangan dan nilai-
nilai yang berbeda dalam masyarakat, terutama

dalam hal kesejahteraan dan redistribusi
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pendapatan. Beberapa kelompok masyarakat

menganggap bahwa program-program
kesejahteraan ini seharusnya tidak ada, karena
mereka percaya bahwa setiap orang harus
bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan
tidak bergantung pada bantuan pemerintah
(Dahlan, & 2014).

kelompok lain merasa bahwa program-program

'Irfaan Sementara itu,
ini tidak cukup, dan lebih banyak dukungan dan

sumber daya diperlukan untuk mengatasi
masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, kebijakan
kesejahteraan seringkali dianggap sebagai biaya
yang tidak perlu oleh pihak yang lebih konservatif
secara ekonomi, sehingga pemerintah perlu
menjelaskan manfaat jangka panjang dari
program-program kesejahteraan bagi masyarakat
dan negara secara keseluruhan (Lismanto, &
Utama 2020)

Terlepas dari pro dan kontra pandangan
tentang konsep negara kesejahteraan tersebut,
tidak dapat dipungkiri bahwa dalam konteks
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 34
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak
terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya
dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa
tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".
negara perlu menjamin kesejahteraan sosial
2020),

sehingga peran masyarakat dalam mewujudkan

warga masyarakatnya  (Hadiyono,
kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro atas

terwujudnya negara kesejahteraan memiliki nilai
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urgensi yang sangat tinggi. Dalam Bahasa lain
partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam
mendorong dan mendukung implementasi konsep
negara kesejahteraan, sehingga kebijakan publik
yang dibuat mencerminkan kebutuhan dan

aspirasi masyarakat secara  keseluruhan.

aktif

diperlukan karena konsep awal negara Indonesia

Partisipasi dari masyarakat sangat
adalah negara demokrasi yang mana mempunyai
makna bahwa pemerintahan dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat sehingga partisipasi
masyarakat adalah yang utama dalam suatu
negara demokrasi seperti negara Indonesia
(Aswandi, & Roisah 2019).

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang
penting dalam pembangunan negara
yang aktif

berpartisipasi dapat mempengaruhi kebijakan

kesejahteraan. Masyarakat
pemerintah untuk memperhatikan kepentingan
dan kebutuhan mereka, terutama mereka yang
membutuhkan dukungan dari Negara (Anasiru,
2011). Partisipasi masyarakat juga membantu
mempercepat dan memperluas akses publik
terhadap  sumber daya dan layanan
kesejahteraan yang disediakan oleh pemerintah.
Hal ini akan membantu meningkatkan kualitas
hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan
sosial di dalam masyarakat (Sukmana dkk,
2015).

Namun, partisipasi masyarakat bukanlah
hal yang mudah dilakukan. Terdapat berbagai
yang
masyarakat

tantangan dan  hambatan dapat

menghambat  partisipasi dalam
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pembangunan negara kesejahteraan, seperti

kurangnya  kesadaran  masyarakat  akan
pentingnya partisipasi, kurangnya akses dan
informasi, serta perbedaan kepentingan dan
pandangan yang ada di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan
membahas dan menekankan makna penting
Tindakan yang diperlukan oleh pemerintah untuk
mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam
pembangunan negara kesejahteraan dengan
akses informasi dan

memperbaiki layanan,

memperkuat ~ kapasitas  masyarakat  untuk
berpartisipasi, serta meningkatkan dialog dan
keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan
kebijakan.

tulisan

Penelitian dan/atau

yang
membahas mengenai kesejahteraan sosial dan
peran aktif masyarakat, sejatinya telah dilakukan
oleh beberapa penulis dan diterbitkan diberbagai
jurnal baik level nasional maupun internasional.
Dalam skala nasional penelitian atau tulisan yang

membahas mengenai peran masyarakat dan

kesejahteraan, seperti yang dilakukan oleh
Ahmad Suhendi dalam artikelnya berjudul
Peranan Tokoh Masyarakat Lokal Dalam

Pembangunan Kesejahteraan Sosial, artikel ini

mengkaji tentang penguatan  pengetahuan
pranata sosial dan peran tokoh masyarakat yang
memiliki sumbangsih signifikan dalam proses
pembangunan sosial yang berdampak pada
(Suhendi, 2013).

Tulisan ini berbeda dengan apa yang dikaji oleh

yang

kesejahteraan masyarakat

penulis lebih  membahas mengenai
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pentingnya  penguatan  atas  partisipasi
masyarakat secara umum, tidak terbatas pada
permasalahan dalam lingkup tokoh masyarakat
dan pranata sosial lainnya.

Selanjutnya tulisan yang dikemukakan oleh
M. J. Maspaitella, Nancy Rahakbauwi, dengan
judul  Pembangunan Kesejahteraan  Sosial:
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan
Pekerja Sosial, tulisan ini berupaya untuk
menekankan makna penting pemberdayaan
masyarakat  dalam  rangka  mewujudkan
kesejahteraan sosial (Maspaitella, & Rahakbauwi
2014). Tulisan ini, memiliki persamaan dengan
penulisan peneliti yaitu mengangkat tema tentang
pemberdayaan masyarakat secara ekonomi dan
sebagainya demi mencapai kesejahteraan sosial,
namun demikian terdapat perbedaan yang
diangkat, dimana tulisan dalam artikel penulis ini
akan lebih memberikan pemahaman mengenai
pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk
mengasah atas

pengetahuan pentingnya

partisipasi masyarakat demi  mewujudkan
kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut terdapat tulisan yang dikaji
oleh Ratih Probosiwi dengan judul Perempuan
Dan Perannya Dalam Pembangunan
Kesejahteraan Sosial. Tulisan ini lebih cenderung
yang tidak

mencapali

menekankan ~ pemberdayaan

memandang  gender  dalam
kesejahteraan sosial (Probosiwi, 2015). Senada
dengan Ratih Probosiwi, Dorothy C. Miller dalam
tulisannya berjudul Women and Sosial Welfare: A

Feminist Analysis, juga menekankan pentingnya
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peran perempuan dan kemudian menganalisis isu

feminis dalam membagi dan memenuhi
kebutuhan sosial (Miller, 1991). Kedua tulisan ini
sangat berbeda dengan tulisan penulis, walau
sama-sama membahas peran masyarakat dalam
mencapai kesejahteraan sosial, namun penelitian
penulis tidak menyinggung gender dan lebih
menekankan makna penting pemahaman dan
peran aktif warga atas kesejahteraan sosial.
Terakhir adalah tulisan yang dibuat oleh
Sarbeswar Sahoo, dengan judul Globalization,
social welfare and civil society in India, tulisan ini
mengkaji mengenai praktik aktivisme masyarakat
diera modern vyang lebih pro aktif atas
permasalahan isu kesejahteraan masyarakat
(Sahoo, 2008). Penelitian ini memiliki persamaan
dengan artikel penulis yang menekankan bahwa
partisipasi masyarakat dalam  mewujudkan
kesejahteraan sudah menjadi kebutuhan global,
namun perbedaannya adalah bahwa artikel
penulis mencoba memotret makna penting dan
hambatan serta tantangan partisipasi masyarakat
dalam mewujudkan keadilan sosial, dengan
demikian bisa dikemukakan bahwa artikel ini
memiliki nilai kebaharuan (Novelty) dan penting

untuk diulas.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Konsep Dasar Partisipasi

Partisipasi masyarakat dapat didefinisikan
sebagai upaya melibatkan masyarakat secara
aktif

pelaksanaan

dan

yang

dalam  pembuatan  keputusan

kebijakan publik
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mempengaruhi  kehidupan mereka. Partisipasi
masyarakat
bentuk,

memberikan

bisa dilakukan dalam berbagai

seperti  memberikan  masukan,

tanggapan, = menyumbangkan
tenaga, waktu, atau sumber daya lainnya, serta
turut serta dalam pengambilan keputusan dan
perencanaan program pembangunan
(Czapanskiy, & Manjoo 2008). Tujuan dari
partisipasi masyarakat adalah untuk
meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan
publik dan pembangunan, sehingga dapat lebih
merespons kebutuhan dan harapan masyarakat,
serta mendorong terciptanya negara yang lebih
demokratis dan kesejahteraan yang lebih merata
bagi seluruh masyarakat (Harris, Owen, & Gould
2012).

Partisipasi masyarakat menjadi semakin
penting di tengah kompleksitas isu-isu sosial,
politik, dan ekonomi yang dihadapi oleh negara
saat ini. Dengan partisipasi masyarakat yang
aktif,

akuntabel,

kebijakan publik dapat lebih terbuka,
dan partisipatif, sehingga dapat
menghasilkan hasil yang lebih baik dan lebih
bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu,
partisipasi masyarakat juga dapat membantu
memperkuat ikatan sosial dan kohesi masyarakat,
serta memperkuat kemampuan masyarakat untuk
mengatasi masalah-masalah yang dihadapi
secara bersama-sama (Masango, 2002).
Landasan teoritis partisipasi masyarakat
dapat ditemukan dalam beberapa pendekatan
teori seperti teori demokrasi partisipatif, teori

kekuasaan, teori keterlibatan masyarakat, dan
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teori aksi kolektif. Teori demokrasi partisipatif oleh
Herbert Mc Closky yang menekankan pada
pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses
publik,

masyarakat dianggap memiliki peran aktif dalam

pengambilan  keputusan sehingga
menjalankan pemerintahan. Sementara itu, teori
kekuasaan oleh John Locke menekankan pada
cara bagaimana masyarakat memperjuangkan
kepentingan mereka dalam suatu sistem
kekuasaan yang kompleks (Feenstra, 2015).

Di sisi lain, teori keterlibatan masyarakat
oleh Keith Davis menyatakan bahwa keterlibatan
masyarakat mencakup berbagai metode yang
digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam
proses termasuk

pengambilan  keputusan,

partisipasi  dalam  proses  perencanaan,

pengawasan, dan evaluasi program publik.
Sedangkan teori aksi kolektif oleh Maximilian
Weber yang menyoroti pentingnya kerja sama
antara masyarakat dalam meraih tujuan bersama.
Dalam keseluruhan, landasan teoritis partisipasi
masyarakat menegaskan bahwa partisipasi
masyarakat adalah penting dalam membangun
tata kelola yang baik dan menjamin keberhasilan
pembangunan negara kesejahteraan (Van Deth,
2001).
Konsep  partisipasi  dalam  konteks
penulisan artikel ini berkaitan dengan partisipasi
masyarakat dalam bingkai negara kesejahteraan.
Konsep negara kesejahteraan atau welfare state
sendiri adalah sebuah sistem kebijakan sosial
yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh
warga negara dan

mendapatkan  jaminan
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perlindungan sosial yang cukup dari negara (Yay,
& Aksoy, 2018)

didasarkan pada prinsip solidaritas sosial, di

Negara kesejahteraan ini

mana warga negara yang lebih mampu

membantu mereka yang kurang mampu. Konsep

negara kesejahteraan ini diterapkan dalam

berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan,

pendidikan, perumahan, ketenagakerjaan, dan

lain sebagainya (Hajighasemi dkk, 2022).
Partisipasi masyarakat memiliki peran yang

sangat penting dalam konsep negara

kesejahteraan. Sebagaimana telah dikemukakan

sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat

merupakan perwujudan dari sistem demokrasi

yang dianut negara Indonesia. Partisipasi

masyarakat merupakan suatu proses di mana
warga negara aktif terlibat dalam pengambilan

keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan

program-program yang berhubungan dengan

kesejahteraan sosial. Partisipasi masyarakat

sangat penting dalam konsep negara

kesejahteraan  karena dapat memperkuat

solidaritas sosial di antara warga negara,
memperbaiki kualitas program-program sosial
yang diselenggarakan, serta meningkatkan
efektivitas implementasi kebijakan sosial. Dengan
aktif  dari

program  sosial

partisipasi masyarakat, program-

dapat disesuaikan dengan

kebutuhan masyarakat yang beragam dan dapat
memastikan bahwa jaminan sosial dan
perlindungan yang diberikan oleh negara benar-

benar dapat dirasakan oleh seluruh warga
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negara, terutama mereka yang kurang mampu
(Asyhabuddin, 2022).
2. Peran Masyarakat dalam Mewujudkan
Negara Kesejahteraan

Partisipasi masyarakat merupakan suatu
upaya yang penting dalam membangun negara
kesejahteraan, terutama dalam program-program
kesejahteraan sosial. Masyarakat yang aktif
terlibat dalam program-program tersebut dapat
membantu pemerintah untuk mengidentifikasi
kebutuhan dan memastikan bahwa program
tersebut  benar-benar  bermanfaat  bagi
masyarakat. Contohnya, di Indonesia terdapat
program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang
dirancang untuk membantu masyarakat yang
berada di garis kemiskinan. Program ini meliputi
bantuan sosial tunai, bantuan sembako, dan kartu
sembako bagi yang terdampak Covid-19 (Nasrah
dkk, 2021).

program semacam ini

Partisipasi masyarakat dalam

terlihat dari adanya
mekanisme verifikasi data penerima bantuan
yang melibatkan warga setempat, sehingga
memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar
diberikan kepada yang membutuhkan. Selain itu,
masyarakat juga dapat memberikan masukan
kepada pemerintah mengenai kebijakan atau
yang  dibutuhkan

meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan

program-program untuk

demikian, partisipasi masyarakat merupakan
salah satu kunci penting dalam memastikan
program-program kesejahteraan sosial benar-

benar bermanfaat dan berkelanjutan.
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Partisipasi masyarakat menjadi  kunci
penting dalam pembangunan yang berkelanjutan
dan merata, termasuk dalam sektor pendidikan,
kesehatan, dan  pemberdayaan ekonomi
masyarakat. Dalam sektor pendidikan, partisipasi
masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai
bentuk.
Seperti  contoh, di sektor kesehatan,
partisipasi masyarakat sangat penting dalam
memperkuat sistem kesehatan dan meningkatkan
kualitas  layanan  kesehatan.  Partisipasi
masyarakat dapat dilakukan dengan cara ikut
serta dalam kegiatan penyuluhan kesehatan,
pemberian dukungan sosial kepada pasien dan
keluarga, hingga pengelolaan fasilitas kesehatan
di wilayah masyarakat. Sebagai contoh, di India
Health

Activist (ASHA)" yang melibatkan para relawan

terdapat program "Accredited Sosial

masyarakat dalam memberikan penyuluhan
kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar bagi
masyarakat di pedesaan (Rahul dkk, 2021).
Sementara itu, dalam sektor
pemberdayaan ekonomi masyarakat, partisipasi
masyarakat dapat dilakukan dengan cara ikut
serta  dalam dan

program  pelatihan

pengembangan keterampilan, mendirikan
koperasi atau kelompok usaha bersama, hingga
mendukung pengembangan infrastruktur ekonomi
di wilayah masyarakat (Sari, 2017). Contohnya, di
Filipina terdapat program "Pantawid Pamilyang
Pilipino Program (4P)" yang memberikan bantuan
sosial dan pelatihan keterampilan bagi keluarga

miskin agar dapat mengembangkan usaha dan
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meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Melalui
partisipasi masyarakat yang aktif dan terlibat
dalam program-program ini, diharapkan dapat
meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat secara keseluruhan (Aguado, 2021).

Selanjutnya Masyarakat juga memainkan
peran penting dalam mitigasi risiko sosial dan
bencana alam. Partisipasi masyarakat sangat
dibutuhkan dalam merencanakan, melaksanakan,
dan mengawasi program mitigasi risiko sosial dan
bencana alam. Masyarakat dapat membantu
pemerintah dalam mengidentifikasi risiko-risiko
yang mungkin terjadi di daerah mereka dan
memberikan informasi tentang cara-cara untuk
mengurangi risiko tersebut. Contohnya adalah
ketika terjadi bencana alam seperti banjir atau
gempa bumi, masyarakat dapat membantu dalam
proses evakuasi dan memberikan pertolongan
pertama kepada korban. Selain itu, masyarakat
juga
membangun infrastruktur yang tahan bencana,

dapat membantu pemerintah dalam
seperti tanggul atau bangunan yang kuat. Dengan
demikian, partisipasi masyarakat dalam mitigasi
risiko sosial dan bencana alam dapat membantu
mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh
bencana dan mempercepat proses pemulihan
(Widayanti, 2016).

3. Tantangan dalam Implementasi Partisipasi

Masyarakat Dalam Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial
Partisipasi masyarakat dalam

pembangunan kesejahteraan sosial merupakan

hal yang sangat penting untuk menjamin
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keberhasilan  dari  program-program  yang

dijalankan oleh pemerintah. Namun, dalam
praktiknya, masih banyak kendala dan hambatan
yang menghalangi partisipasi masyarakat. Salah
satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran
dan motivasi masyarakat untuk terlibat dalam
program-program sosial (Ta’dung, & Lusdani,
2020). Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai
faktor seperti minimnya informasi yang diberikan,
ketidakpercayaan

terhadap program yang

dijalankan, atau  kurangnya  pemahaman
mengenai pentingnya peran masyarakat dalam
pembangunan kesejahteraan sosial.

Faktor lingkungan sosial, politik, dan
ekonomi juga dapat menjadi hambatan dalam
partisipasi masyarakat. Adanya ketidaksetaraan
ekonomi dan sosial dalam masyarakat dapat
memengaruhi  kemampuan dan

terlibat

kesempatan

masyarakat untuk dalam program-
program kesejahteraan sosial. Selain itu, politik
yang tidak stabil dan kurangnya kebebasan

berekspresi juga dapat mempengaruhi partisipasi

masyarakat (Nurbait, & Bambang, 2017).
Sebagai contoh, dalam beberapa negara,
masyarakat ~ yang  mengkritk  kebijakan

pemerintah bisa mengalami tekanan atau bahkan

ditangkap, sehingga membatasi partisipasi
mereka dalam program-program sosial.
Partisipasi masyarakat dianggap sebagai
faktor kunci dalam membangun sebuah negara
yang demokratis dan kesejahteraan sosial. Oleh
karena itu, pemerintah mempunyai peran penting

dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam
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kegiatan  pembangunan, termasuk  dalam

penyelenggaraan program-program

kesejahteraan sosial. Berbagai upaya telah
dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam program-program
ini. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan
memberikan ruang dan kesempatan bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan program-program
kesejahteraan sosial. Misalnya, melalui kegiatan
forum musyawarah desa atau kelurahan,
masyarakat dapat memberikan masukan dan
saran kepada pemerintah mengenai kebutuhan
dan harapan mereka terhadap program-program
kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan
pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat
mengenai program-program kesejahteraan sosial
dan cara-cara partisipasi yang efektif. Dengan
cara ini, masyarakat dapat lebih memahami
pentingnya partisipasi mereka dalam program-
program kesejahteraan sosial dan meningkatkan
kemampuan mereka untuk berpartisipasi.

Lebih

memberikan

lanjut, pemerintah juga dapat

insentif atau motivasi  bagi

masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-

program  kesejahteraan  sosial.  Misalnya,

pemerintah memberikan bantuan keuangan atau
penghargaan kepada masyarakat yang aktif
dalam

berpartisipasi program-program

kesejahteraan sosial. Dengan memberikan

insentif atau motivasi, masyarakat akan lebih
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termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam
program-program kesejahteraan sosial.
Namun, dalam

upaya  pemerintah

meningkatkan  partisipasi masyarakat  juga
menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya
adalah kurangnya akses masyarakat terhadap
informasi mengenai program-program
kesejahteraan sosial yang tersedia. Banyak
masyarakat yang tidak mengetahui program-
program kesejahteraan sosial yang ada dan
bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam
program-program tersebut. Oleh karena itu,
pemerintah perlu melakukan kampanye dan
informasi yang lebih intensif kepada masyarakat
mengenai program-program kesejahteraan sosial
yang tersedia dan cara partisipasi yang efektif.

adalah

Tantangan  lain kurangnya

kesadaran dan partisipasi dari  sebagian
masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang
terpencil atau kurang berkembang. Beberapa
masyarakat mungkin kurang percaya diri atau
tidak  memiliki untuk

merasa kemampuan

berpartisipasi dalam program-program
kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pemerintah
perlu memberikan dukungan dan bimbingan yang
cukup kepada masyarakat, terutama mereka
yang kurang terbiasa dengan partisipasi dalam
program-program kesejahteraan sosial.
Kolaborasi  antara  pemerintah  dan
masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan
negara kesejahteraan yang berkeadilan sosial.
Pemerintah sebagai lembaga negara yang

memegang peran penting dalam mengatur
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kebijakan dan program-program yang berkaitan
dengan kesejahteraan sosial, dapat bekerja sama
dengan masyarakat dalam pelaksanaan program-
program  tersebut. Melalui  kolaborasi ini,
masyarakat akan merasa lebih terlibat dan
memiliki rasa kepemilikan terhadap program-
program yang dilaksanakan, sehingga tercipta
sinergi yang kuat dalam mewujudkan tujuan
bersama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh kolaborasi antara
pemerintah dan masyarakat adalah dalam bidang
pendidikan. ~ Program  pemerintah  untuk
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia
dapat  dilaksanakan  dengan  melibatkan
masyarakat, terutama dalam pengawasan dan
pemantauan kualitas pendidikan di lingkungan
mereka. Pemerintah dapat membuka kanal

partisipasi masyarakat melalui  forum-forum
diskusi dan pertemuan dengan orang tua siswa,
tokoh masyarakat, dan stakeholder terkait
lainnya. Dalam forum ini, masyarakat dapat
memberikan masukan dan saran mengenai
perbaikan pendidikan di wilayah mereka, serta
berperan akiif dalam memantau pelaksanaan
yang

dijalankan oleh pemerintah. Melalui kolaborasi ini,

program-program  pendidikan sudah
program pendidikan pemerintah dapat menjadi
lebih efektif dan tepat sasaran, karena didukung
oleh partisipasi aktif masyarakat dalam semua
tahap pelaksanaannya (Astawa, 2017).

Selain di bidang pendidikan, kolaborasi
antara pemerintah dan masyarakat juga dapat

dilakukan dalam bidang kesehatan. Program-
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program kesehatan yang dilaksanakan oleh
pemerintah dapat lebih efektif apabila masyarakat
ikut serta dalam pelaksanaannya. Contohnya,
imunisasi

program yang dilaksanakan oleh

pemerintah  dapat melibatkan  kader-kader
kesehatan dari masyarakat setempat dalam
pelaksanaannya. Kader-kader kesehatan ini
dapat melakukan sosialisasi tentang pentingnya
imunisasi, serta  melakukan  pengawasan
terhadap orang-orang yang belum menjalani
imunisasi. Dalam hal ini, kolaborasi antara
pemerintah dan masyarakat dapat membantu
dalam mencapai target program imunisasi yang
telah ditetapkan, serta mencegah penyebaran
penyakit menular yang dapat membahayakan
kesehatan masyarakat.

Upaya meningkatkan partisipasi
masyarakat, pemerintah perlu membuka ruang
partisipasi yang lebih luas dan transparan,
sehingga masyarakat dapat lebih mudah terlibat
dalam

pelaksanaan program-program

kesejahteraan sosial. Pemerintah juga perlu

memperhatikan ~ kebutuhan ~ dan  aspirasi
masyarakat, serta memastikan bahwa program-
program yang dilaksanakan dapat memberikan
manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam program
kesejahteraan sosial di berbagai negara dapat
menjadi salah satu cara untuk memperkuat
komunitas dan meningkatkan kesejahteraan
bersama. Berikut adalah beberapa studi kasus
tentang partisipasi masyarakat dalam program

kesejahteraan sosial di beberapa negara:

383

Program Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

a. Program Food Banks di Kanada Salah satu
contoh program kesejahteraan sosial yang
melibatkan partisipasi
Food Banks di Kanada. Food Banks adalah

kesejahteraan yang

memberikan bantuan makanan kepada orang-

masyarakat adalah

program sosial

orang Yyang membutuhkan di Kanada.
Program ini dengan mengandalkan donasi
makanan dari masyarakat dan perusahaan.
Program ini telah berhasil mengurangi tingkat
kelaparan. Partisipasi masyarakat dalam
program ini sangat penting, karena donasi
makanan yang diberikan oleh masyarakat dan
perusahaan sumber utama
keberhasilan program ini (BEKEN, 2021)
b. Program Conditional Cash Transfer di Brasil
Program Conditional Cash Transfer (CCT) di

Brasil adalah program kesejahteraan sosial

merupakan

yang memberikan bantuan finansial kepada
keluarga miskin dengan syarat mereka harus
mengikuti program kesehatan dan pendidikan.
Program ini menjadi salah satu program
kesejahteraan sosial terbesar di dunia.
Pemerintah Brasil telah berinvestasi dari PDB-
nya dalam program ini dan berhasil
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
akses ke pendidikan dan kesehatan bagi
keluarga miskin di Brasil (Rasella dkk, 2013)
Program ini juga melibatkan partisipasi
masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan
evaluasi program, sehingga program ini dapat
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

yang dilayani.
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c. Program  National ~Rural  Employment
Guarantee di India Program National Rural
Employment Guarantee (NREGA) di India
adalah program kesejahteraan sosial yang
memberikan jaminan pekerjaan kepada warga
miskin di daerah pedesaan. Program ini
menjadi salah satu program kesejahteraan
sosial terbesar di dunia. Program ini berhasil
mengurangi  tingkat pengangguran  dan
kemiskinan di daerah pedesaan di India
(Chakraborty, 2011). Partisipasi masyarakat
dalam program ini sangat penting, karena
program ini didasarkan pada prinsip partisipasi
aktif

melaksanakan,

masyarakat dalam merencanakan,
dan memantau
dilibatkan

pemantauan melalui forum-partisipatif yang

program.

Masyarakat dalam  proses
diadakan secara berkala.

Best practices atau praktik terbaik dalam

partisipasi

masyarakat dalam  mewujudkan

negara kesejahteraan melibatkan beberapa
aspek. Pertama, pemerintah harus memberikan
informasi yang cukup dan transparan kepada
masyarakat mengenai program-program
kesejahteraan sosial yang ada dan bagaimana

masyarakat dapat berpartisipasi dalam program

tersebut. Informasi yang jelas dan mudah
dipahami  dapat meningkatkan  partisipasi
masyarakat.

Kedua, pemerintah dapat membangun
forum-forum partisipasi masyarakat, seperti
kelompok kerja, kelompok advokasi, dan
kelompok pemantauan. Dalam forum ini,
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masyarakat dapat memberikan masukan dan
saran kepada pemerintah mengenai program-
program kesejahteraan sosial yang ada dan

bagaimana program tersebut dapat ditingkatkan.

Ketiga, pemerintah dapat melibatkan
masyarakat dalam  proses  perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program-program
kesejahteraan  sosial. = Masyarakat  dapat
membantu dalam  merencanakan  program,
mengawasi  pelaksanaan  program,  dan

memberikan masukan dalam evaluasi program.

C. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas bisa
disimpulkan  bahwa; Partisipasi masyarakat
memegang peran yang sangat penting dalam
mewujudkan negara kesejahteraan. Tantangan
dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu
kurangnya keterlibatan masyarakat, perbedaan
pandangan dan kepentingan, serta keterbatasan
sumber daya. Untuk mengatasi tantangan dan
kendala tersebut, Pemerintah perlu memperkuat
koordinasi dan kolaborasi dengan masyarakat
dalam  merencanakan dan melaksanakan
program kesejahteraan. Selain itu, pemerintah
perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas
dalam mengelola sumber daya publik dan
membangun sistem pengawasan yang efektif. Di
sisi lain, masyarakat juga perlu aktif mengambil
peran dan memiliki kesadaran akan pentingnya
partisipasi dalam memperjuangkan kesejahteraan

bersama.
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